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Abstrak: Lelang eksekusi merupakan instrumen hukum yang digunakan kreditur untuk memperoleh 

pelunasan piutangnya melalui penjualan aset jaminan milik debitur. Dalam praktik, sering kali aset debitur 

terjual dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar, terutama akibat penetapan harga limit yang rendah atau 

minimnya peserta lelang. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan yuridis karena berpotensi melanggar 

asas keadilan dan merugikan debitur yang kehilangan aset dengan nilai tidak sebanding dengan kewajiban 

yang masih tersisa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum yang tersedia 

bagi debitur dalam hal asetnya dilelang di bawah harga pasar, serta meninjau kesesuaian prosedur pelaksanaan 

lelang dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi 

kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang. Hasil kajian menunjukkan bahwa debitur memiliki beberapa bentuk perlindungan 

hukum, antara lain hak untuk mengajukan keberatan terhadap penetapan harga limit, gugatan perdata atas 

dasar perbuatan melawan hukum apabila lelang dilakukan tidak sesuai prosedur, serta pengajuan upaya hukum 

lain terhadap tindakan pejabat lelang yang dianggap melanggar asas keterbukaan dan kepastian hukum. 

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi debitur tidak hanya bersifat represif melalui gugatan, tetapi juga 

preventif dengan adanya kewajiban bagi kreditur dan pejabat lelang untuk menetapkan harga limit yang wajar 

sesuai nilai pasar. Penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan proporsionalitas dalam proses lelang menjadi 

kunci untuk melindungi hak-hak debitur sekaligus menjaga kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa 

utang-piutang. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Debitur, Lelang Eksekusi, Harga Pasar, Hak Tanggungan. 

 

Abstract: Execution auction is a legal instrument used by creditors to obtain repayment of their receivables 

through the sale of collateral assets owned by debtors. In practice, debtor assets are often sold at prices far 

below market value, mainly due to the determination of a low reserve price or the limited number of auction 

participants. This situation raises juridical issues as it potentially violates the principle of justice and causes 

losses to debtors who lose their assets at values disproportionate to the remaining obligations. This study 

aims to analyze the available legal protection mechanisms for debtors when their assets are auctioned below 

market value and to examine the conformity of auction procedures with the prevailing positive laws in 

Indonesia. The research method applied is normative juridical with a statutory and conceptual approach. 

Data sources are derived from a literature study on Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights, the 

Indonesian Civil Code, and Minister of Finance Regulation No. 27/PMK.06/2016 on Auction Implementation 

Guidelines. The findings indicate that debtors have several forms of legal protection, including the right to 

object to the determination of the reserve price, filing civil lawsuits on the basis of unlawful acts if the auction 

is conducted improperly, and pursuing other legal remedies against the actions of auction officials deemed to 

violate the principles of transparency and legal certainty. Thus, legal protection for debtors is not only 

repressive through litigation but also preventive by imposing an obligation on creditors and auction officials 

to set a reasonable reserve price in line with market value. The application of the principles of justice, 

transparency, and proportionality in the auction process is crucial to safeguard the rights of debtors while 

ensuring legal certainty in resolving debt disputes. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan perekonomian yang dinamis menuntut tersedianya akses pembiayaan yang 

mudah dan cepat. Salah satu instrumen penting dalam sistem pembiayaan adalah adanya lembaga 

jaminan kebendaan, seperti hak tanggungan atas tanah dan bangunan. Hak tanggungan memberikan 

kedudukan yang istimewa bagi kreditur, karena apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, 

kreditur berhak mengeksekusi objek jaminan melalui mekanisme lelang eksekusi. Ketentuan ini 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta peraturan pelaksana lainnya, termasuk Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.  

Pada prinsipnya, lelang eksekusi dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan 

kepuasan hak bagi kreditur atas piutang yang tidak dibayar. Akan tetapi, dalam praktik, pelaksanaan 

lelang tidak jarang menimbulkan persoalan yuridis dan sosiologis, khususnya ketika aset debitur 

dilelang dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, 

seperti penetapan harga limit yang tidak mencerminkan nilai wajar, kurangnya peserta lelang, atau 

lemahnya mekanisme transparansi dalam proses penilaian. Situasi tersebut jelas merugikan debitur, 

sebab aset berharga yang menjadi jaminan hilang dengan nilai yang tidak proporsional terhadap sisa 

utangnya.  

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai perlindungan hukum bagi debitur. 

Secara normatif, aturan lelang memang memberikan ruang bagi debitur untuk mengajukan keberatan 

atas harga limit, bahkan dalam beberapa kasus terdapat yurisprudensi yang membatalkan lelang 

karena harga yang tidak wajar. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1997, 

hakim membatalkan lelang eksekusi karena harga yang ditetapkan jauh di bawah nilai pasar. Namun, 

dalam perkembangan selanjutnya, sejumlah putusan pengadilan menunjukkan kecenderungan 

berbeda. Misalnya Putusan PN Bandung No. 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg, Putusan PN Yogyakarta No. 

75/Pdt.G/2011/PN.Yk, serta Putusan Mahkamah Agung No. 478 K/Pdt/2021, di mana gugatan 

debitur ditolak karena hakim menilai pelaksanaan lelang sah selama prosedur formal sesuai peraturan 

telah dipenuhi. Dari sini tampak bahwa perlindungan hukum terhadap debitur dalam praktik lebih 

menekankan aspek kepastian prosedural daripada keadilan substantif.  

Selain persoalan harga lelang, terdapat pula isu mengenai apakah debitur berhak menghadirkan 

atau menawarkan calon pembeli sendiri kepada kreditur. Pasal 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan 

sebenarnya membuka ruang penjualan di bawah tangan yang dapat dilakukan atas kesepakatan 

debitur dan kreditur. Mekanisme ini lebih berpotensi menghasilkan harga mendekati nilai pasar 

dibandingkan dengan lelang terbuka yang kadang minim peserta. Namun, dalam kenyataan, kreditur 

cenderung enggan menerima opsi ini karena proses lelang melalui KPKNL dianggap lebih sederhana 

dan cepat. Akibatnya, hak debitur untuk menawarkan pembeli sering kali hanya bersifat normatif dan 

sulit diimplementasikan.  

Dari paparan tersebut, dapat dilihat bahwa praktik lelang eksekusi masih menyisakan masalah 

serius di satu sisi hukum ingin memberikan kepastian bagi kreditur, tetapi di sisi lain sering 

mengabaikan keadilan bagi debitur yang kehilangan aset dengan harga yang tidak wajar. Hal ini 

menunjukkan adanya ketegangan antara asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas 

proporsionalitas dalam pelaksanaan eksekusi jaminan.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan 

masalah utama, yaitu:  

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur yang asetnya dilelang di bawah harga pasar?  

2. Apakah debitur memiliki hak untuk menawarkan pembeli kepada kreditur?  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami sejauh mana 

efektivitas perlindungan hukum bagi debitur dalam lelang eksekusi, sekaligus menawarkan solusi 

agar mekanisme eksekusi jaminan dapat berjalan dengan lebih adil, transparan, dan proporsional bagi 
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semua pihak. 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan dukungan pendekatan 

kasus (case approach). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada 

analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak tanggungan, mekanisme lelang 

eksekusi, serta perlindungan hukum bagi debitur. Sumber hukum yang digunakan meliputi:  

1. Bahan hukum primer, berupa:  

a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) 

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang  

d. Putusan pengadilan terkait sengketa lelang, antara lain:  

e. Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1997 

f. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg 

g. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 75/Pdt.G/2011/PN.Yk  

h. Putusan Mahkamah Agung No. 478 K/Pdt/2021 

i. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 1143/2022.  

2. Bahan hukum sekunder, berupa literatur, jurnal hukum, artikel akademik, dan pendapat para ahli 

hukum yang membahas konsep perlindungan hukum, asas keadilan, kepastian hukum, serta 

mekanisme lelang eksekusi.  

3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber pendukung lain 

yang memberikan pemahaman tambahan terhadap istilah dan konsep hukum.  

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), 

dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan, mengakses direktori putusan Mahkamah 

Agung, serta mengkaji karya ilmiah terkait. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis dengan metode 

analisis kualitatif, yaitu menafsirkan dan mengaitkan norma hukum dengan fakta-fakta kasus yang 

terdapat dalam putusan pengadilan.  

Pendekatan kasus digunakan untuk memberikan gambaran konkret mengenai penerapan 

hukum dalam praktik, terutama dalam situasi di mana aset debitur dilelang dengan harga di bawah 

pasar. Melalui analisis terhadap putusan-putusan pengadilan tersebut, dapat dilihat bagaimana hakim 

memberikan pertimbangan hukum terkait perlindungan debitur serta sejauh mana hak debitur untuk 

menawarkan pembeli dapat diakui. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Perlindungan Hukum terhadap Debitur yang Asetnya Dilelang di Bawah Harga Pasar  

Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan sejatinya bertujuan memberikan kepastian hukum 

dan sarana bagi kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya. Namun dalam praktik, sering Kali 

aset jaminan milik debitur terjual dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar. Kondisi ini 

menimbulkan persoalan yuridis karena debitur kehilangan hak ekonomis atas nilai sebenarnya dari 

aset yang dilelang. Pertanyaannya kemudian adalah, sejauh mana hukum memberikan perlindungan 

terhadap debitur dalam situasi tersebut?  

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) 

serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang 

telah mengatur mekanisme penentuan harga limit. Pasal 49 PMK 27/2016 menyebutkan bahwa 

penentuan harga limit dilakukan berdasarkan penilaian independen atau appraisal, sehingga 

seharusnya mencerminkan nilai pasar wajar. Dengan demikian, secara preventif, hukum sudah 

menyediakan instrumen agar harga lelang tidak terlalu rendah. Namun, efektivitas perlindungan ini 

sangat bergantung pada profesionalitas penilai dan integritas pejabat lelang.  
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Dalam yurisprudensi, terdapat perbedaan pendekatan. Putusan Mahkamah Agung No. 112 

K/Pdt/1997 memberikan perlindungan yang cukup kuat bagi debitur. Dalam perkara tersebut, lelang 

dibatalkan karena harga yang ditetapkan dinilai jauh di bawah nilai pasar sehingga merugikan 

debitur. Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa asas keadilan lebih dikedepankan dibandingkan 

formalitas prosedural. Hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perlindungan hukum represif, di 

mana debitur dapat mengajukan gugatan pembatalan lelang jika terbukti harga limit tidak wajar.  

Namun, perkembangan putusan pengadilan belakangan menunjukkan kecenderungan berbeda. 

Misalnya, dalam Putusan PN Bandung No. 274/Pdt.G/2013/PN.Bdg dan Putusan PN Yogyakarta No. 

75/Pdt.G/2011/PN.Yk, hakim menolak gugatan debitur yang mempersoalkan rendahnya harga 

lelang. Hakim berpendapat bahwa lelang sah sepanjang dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan 

PMK, meskipun harga yang diperoleh jauh di bawah NJOP atau harga pasar. Demikian pula dalam 

Putusan MA No. 478 K/Pdt/2021 dan Putusan PK No. 1143/2022, Mahkamah Agung menegaskan 

bahwa pelaksanaan lelang tetap sah selama prosedur formal dipatuhi, sekalipun debitur merasa 

dirugikan karena harga rendah.  

Dari perbandingan putusan-putusan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa perlindungan 

hukum bagi debitur dalam praktik lebih bersifat preventif ketimbang represif. Debitur memiliki 

ruang untuk mengajukan keberatan atas penetapan harga limit sebelum lelang dilaksanakan. Namun, 

setelah lelang selesai dan prosedur dipenuhi, peluang debitur untuk mendapatkan pembatalan lelang 

sangat kecil. Hal ini menunjukkan pergeseran fokus dari substansi keadilan (harga wajar) ke arah 

kepastian hukum prosedural (taat aturan). Akibatnya, perlindungan hukum bagi debitur sering kali 

hanya menjadi formalitas, sementara kerugian ekonomis yang nyata kurang mendapatkan perhatian 

hakim.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi debitur memang 

tersedia, namun cenderung lemah dalam praktik. Perlindungan preventif harus lebih dioptimalkan 

melalui mekanisme penilaian harga limit yang transparan, akun tabel, dan dapat diawasi, sehingga 

posisi debitur tidak selalu dirugikan dalam lelang asetnya.  

2. Hak Debitur untuk Menawarkan Pembeli kepada Kreditur  

Selain mempermasalahkan harga lelang, isu lain yang penting adalah apakah debitur memiliki 

hak untuk menawarkan calon pembeli atas asetnya sendiri kepada kreditur. Secara eksplisit, 

peraturan perundang-undangan memang tidak menyebutkan hak debitur untuk menawarkan pembeli. 

Namun, mekanisme penjualan di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUHT 

memberi peluang ke arah tersebut. Ketentuan tersebut memungkinkan objek hak tanggungan dijual 

melalui penjualan di bawah tangan, asalkan disepakati oleh pemberi dan pemegang hak tanggungan, 

serta dilakukan dengan harga yang menguntungkan semua pihak.  

Dengan mekanisme ini, sebenarnya debitur secara implisit memiliki hak untuk menawarkan 

calon pembeli, asalkan kreditur menyetujui. Penjualan di bawah tangan ini justru lebih adil karena 

harga bisa lebih mendekati nilai pasar dibandingkan lelang terbuka yang kadang hanya diikuti sedikit 

peserta. Sayangnya, dalam praktik, kreditur lebih cenderung memilih lelang eksekusi di KPKNL 

karena dianggap lebih cepat dan sederhana secara administratif.  

Yurisprudensi juga memperlihatkan bahwa debitur jarang berhasil memperjuangkan hak ini. 

Dalam Putusan PN Bandung dan PN Yogyakarta, misalnya, debitur menggugat karena harga lelang 

rendah, tetapi mereka tidak menghadirkan calon pembeli alternatif yang siap membeli aset dengan 

harga lebih baik. Akibatnya, hakim menolak gugatan mereka dan menyatakan lelang sah. Seandainya 

debitur membawa calon pembeli sebelum lelang dilaksanakan, posisinya bisa lebih kuat, karena 

secara hukum kreditur memiliki kewajiban menimbang opsi penjualan di bawah tangan jika lebih 

menguntungkan.  

Sementara itu, dalam Putusan MA No. 478 K/Pdt/2021, Mahkamah Agung tidak 

mempertimbangkan tawaran harga lain dari debitur karena yang menjadi acuan adalah prosedur 
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formal pelaksanaan lelang. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif UUHT 

membuka ruang penjualan di bawah tangan, dalam praktik pengadilan tetap menekankan keabsahan 

lelang formal. Dengan demikian, hak debitur untuk menawarkan pembeli memang ada, tetapi bersifat 

terbatas dan lebih bergantung pada kesediaan kreditur.  

Debitur secara hukum dapat menawarkan pembeli kepada kreditur melalui mekanisme 

penjualan di bawah tangan sesuai Pasal 20 ayat (2) UUHT. Namun, implementasinya sangat 

tergantung pada persetujuan kreditur. Yurisprudensi menunjukkan bahwa pengadilan lebih 

mengutamakan legalitas prosedural lelang daripada pertimbangan keadilan harga. Oleh karena itu, 

agar hak debitur ini efektif, perlu ada penguatan regulasi maupun praktik yang mendorong kreditur 

menerima opsi penjualan di bawah tangan apabila terbukti lebih menguntungkan bagi kedua belah 

pihak. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan hukum bagi debitur yang 

asetnya dilelang di bawah harga pasar, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Perlindungan hukum terhadap debitur yang asetnya dilelang di bawah harga pasar secara normatif 

tersedia melalui UU Hak Tanggungan, KUHPerdata, dan PMK No. 27/PMK.06/2016. Debitur 

berhak mengajukan keberatan terhadap harga limit, menggugat ke pengadilan, atau meminta 

pembatalan lelang apabila ditemukan cacat prosedur. Namun, yurisprudensi terbaru (Putusan PN 

Bandung No. 274/Pdt.G/2013, PN Yogyakarta No. 75/Pdt.G/2011, dan MA No. 478 K/Pdt/2021) 

menunjukkan bahwa perlindungan ini lebih bersifat preventif daripada represif. Selama prosedur 

formal dipenuhi, gugatan debitur hampir selalu ditolak meskipun harga penjualan jauh di bawah 

nilai pasar. Hanya dalam kasus tertentu (MA No. 112 K/Pdt/1997) hakim membatalkan lelang 

karena penetapan harga yang tidak wajar.  

2. Hak debitur untuk menawarkan pembeli kepada kreditur dapat ditempuh melalui mekanisme 

penjualan di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU Hak Tanggungan. 

Mekanisme ini memungkinkan debitur menghadirkan calon pembeli yang mampu membayar 

harga lebih tinggi dan lebih menguntungkan kedua belah pihak. Akan tetapi, implementasi hak ini 

dalam praktik sangat terbatas karena bergantung pada persetujuan kreditur, sedangkan pengadilan 

cenderung mengutamakan legalitas lelang formal daripada pertimbangan keadilan harga.  

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi debitur dalam kasus lelang di bawah harga pasar 

masih lemah secara praktik. Perlindungan lebih efektif apabila dilakukan sebelum lelang melalui 

mekanisme keberatan harga limit atau penjualan di bawah tangan. 
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